
 
 

 
 
 
 
 

 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  

 
 NOMOR   16  TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 
Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran 
antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, 
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam 
tahun anggaran 2018, maka perlu dilakukan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun        
Anggaran 2018; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat:  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.                    
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara 
lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 
Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004                            
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004                             
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4400);  

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004                      
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014                      
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                      
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005             
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005             
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005             
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005        
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005             
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006               
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007               
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat  (Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007             
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010              
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011             
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016            
Nomor 465); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13             
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan                     
Tahun 2007 Nomor 13); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016         
Nomor 11); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 
2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2017 Nomor 15); 
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Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan:   PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018. 

 
Pasal 1 

 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Pendapatan berjumlah 
Rp6.442.446.499.644,00 dan Belanja berjumlah Rp6.572.397.514.972,00 
sehingga menjadi Defisit sebesar (Rp129.951.015.328,00) dengan rincian 
sebagai berikut: 
 
1.  Pendapatan: 

a. Semula    Rp5.899.952.371.644,00 
b. Bertambah  Rp   542.494.128.000,00 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp6.442.446.499.644,00 

 
2.  Belanja: 
 a. Semula   Rp6.089.952.371.644,00 
 b. Bertambah  Rp    482.445.143.328,00 
 Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp6.572.397.514.972,00 
  
 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan            (Rp  129.951.015.328,00) 
 
3.  Pembiayaan: 
 a. Penerimaan   

    1) Semula  Rp 190.000.000.000,00 
    2) Berkurang          Rp   (60.048.984.672,00) 
    Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp129.951.015.328,00 
 

 b. Pengeluaran      Rp                          0,00  
   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan          Rp                          0,00 

 
 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp129.951.015.328,00  
 
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00   
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Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :  
 a. Pendapatan Asli Daerah  
  1) Semula   Rp3.388.565.526.844,00 

  2) Bertambah  Rp    149.914.408.735,00 
 Jumlah pendapatan asli daerah                       Rp 3.538.479.935.579,00

  setelah perubahan  
 

 b. Dana Perimbangan  
           1) Semula   Rp 2.473.707.297.000,00 
 2) Bertambah  Rp    365.616.128.000,00 
 Jumlah dana perimbangan                                Rp 2.839.323.425.000,00 
           setelah perubahan  
   
 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

 1) Semula   Rp 37.679.547.800,00 
 2) Bertambah  Rp 26.963.591.265,00   
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah   Rp      64.643.139.065,00 
 setelah perubahan 
 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pendapatan :  

 a. Pajak Daerah               Rp 2.820.097.434.727,00 
    Jumlah pajak daerah                                     Rp 2.820.097.434.727,00 

  setelah perubahan 
 

 b. Retribusi Daerah 
  1) Semula   Rp 29.146.997.385,00 
  2) Bertambah  Rp      682.352.450,00 
  Jumlah retribusi daerah setelah perubahan    Rp      29.829.349.835,00 
  

 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
  1) Semula   Rp 50.207.213.310,00 
  2) Bertambah  Rp      854.056.285,00 
  Jumlah hasil pengelolaan kekayaan          Rp     51.061.269.595,00 
  daerah yang dipisahkan setelah perubahan 
 

 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
  1) Semula   Rp 489.113.881.422,00 
  2) Bertambah  Rp 148.378.000.000,00 

   Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah            Rp 637.491.881.422,00 
   yang sah setelah perubahan 
 
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

dari jenis pendapatan:  
 a. Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 

  1) Semula   Rp 732.702.126.000,00 
  2) Bertambah  Rp   12.000.000.000,00 

 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp  744.702.126.000,00 
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 b. Dana Alokasi Umum   Rp 1.118.213.289.000,00 
           Jumlah dana alokasi umum                        Rp1.118.213.289.000,00  

  setelah perubahan 
 

 c. Dana Alokasi Khusus 
  1) Semula   Rp 622.791.882.000,00 
  2) Bertambah  Rp 353.616.128.000,00  
  Jumlah dana alokasi khusus                     Rp  976.408.010.000,00  
   setelah perubahan      

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:  

 a. Hibah  
  1) Semula   Rp 37.679.547.800,00  

 2) Bertambah  Rp   1.463.591.265,00 
  Jumlah hibah setelah perubahan                      Rp 39.143.139.065,00 
 

 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
  1) Semula   Rp                        0,00  

 2) Bertambah  Rp 25.500.000.000,00 
 Jumlah dana penyesuaian         Rp 25.500.000.000,00 
 dan otonomi khusus setelah perubahan 

 
Pasal 3 

 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :  
 a. Belanja Tidak Langsung  

  1) Semula   Rp 3.428.778.258.522,00 
  2) Berkurang  Rp  ( 105.892.017.300,00) 
  Jumlah belanja tidak langsung                     Rp3.322.886.241.222,00 
  Setelah perubahan    
  

 b. Belanja Langsung    
  1) Semula   Rp 2.661.174.113.122,00 
  2) Bertambah  Rp    588.337.160.628,00 

     Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp3.249.511.273.750,00 
 
 

Pasal 4 
 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :  
 a. Penerimaan  
     1) Semula   Rp  190.000.000.000,00 
     2) Berkurang  Rp (  60.048.984.672,00) 
     Jumlah penerimaan setelah perubahan              Rp 129.951.015.328,00 
 
 b. Pengeluaran   
     1) Semula   Rp  0,00 
     2) Bertambah  Rp  0,00 
     Jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp                         0,00 
 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

Pembiayaan:  
 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)     
  1) Semula   Rp 190.000.000.000,00 
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     2) Berkurang  Rp ( 60.048.984.672,00) 
     Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp 129.951.015.328,00 
     setelah perubahan  

 
Pasal 5 

 
Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 
 
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 
 
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja              
dan Pembiayaan; 

 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program          
dan Kegiatan; 

 
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 

 
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan      

Per Jabatan; 
 
7.      Lampiran VII  Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
 
8.  Lampiran VIII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Telah   

Ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
  
9.      Lampiran IX Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam 
tahun anggaran ini; dan 

 
10. Lampiran X  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
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Pasal 6 

 
 
(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan: 
a. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 

melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018; 
b. pergeseran anggaran belanja antar program, antar kegiatan, dan/atau 

antarjenis dalam satu SKPD dan/atau antar SKPD; dan/atau; 
c. penghematan belanja daerah dalam rangka peningkatan efisiensi, 

dengan tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap 
harus tercapai. 

 
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), yaitu sebagai 

berikut: 
a. penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi 

asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya 
pendapatan daerah dan/atau meningkatnya belanja daerah secara 
signifikan; 

b. bencana alam dan/atau bencana sosial, apabila belanja yang tersedia 
tidak mencukupi dan/atau belum tersedia anggarannya; 

c. Penambahan Nomeklatur perangkat daerah; dan/atau 
d. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan 
masyarakat dan/atau menambah pengeluaran biaya bagi pemerintah 
daerah seperti: 
1) program dan kegiatan yang merupakan arahan dari pusat;  
2) pelayanan tamu pimpinan yang belum teranggarkan dan atau yang  

tidak mencukupi anggarannya; dan/atau 
3) kegiatan koordinasi yang belum dianggarkan namun bersifat 

strategis dan atau mendadak. 
(3) Pemerintah Daerah menyampaikan langkah-langkah kebijakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. 

 
 

Pasal 7 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018 diatur 
dengan Peraturan Gubernur. 
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Pasal 8 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan. 
 
        Ditetapkan di  Banjarmasin 
        pada tanggal 27 September 2018 
     
              GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 
                                                         Ttd. 
 
            SAHBIRIN NOOR 
 
   Diundangkan di Banjarbaru 
   pada tanggal 27 September 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
        KALIMANTAN SELATAN, 
 
          Ttd. 
 
                 ABDUL HARIS 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 16  

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (14-228/2018) 


